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Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk 

terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien, dan efektif, maka 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 

tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan).  

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini disusun 

berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyusunan 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. Dengan berakhirnya pelaksanaan 

kegiatan tahun 2021, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menyelesaikan 

kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan 

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Laporan ini disusun sebagai 

bahan pengawasan dan perencanaan karena merupakan bagian kegiatan 

manajemen yang disebut planning, organizing, actuating, and controlling 

(POAC). 

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan disusun  sebagai bentuk 

pertanggungjawaban secara vertikal kepada Mahkamah Agung dan diharapkan 

bisa menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan program kerja selanjutnya. 

Pangkalan Bun, 05 Januari 2022 

   Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, 

 

 

 

MUHAMMAD RAMDES, S.H. 

NIP. 19671214 199203 1 001 
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A.    Kebijakan Umum Peradilan 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Peradilan 

Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai 

tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana 

maupun perkara perdata. Di samping tugas pokok tersebut masih ada tugas-tugas 

lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Pengadilan 

Negeri untuk pelaksanaannya.Tugas-tugas tersebut antara lain non yudisial, 

administrasi, umum dan pendukung kedinasan antara lain, KORPRI,  Forum   

Pimpinan   Daerah,   IKAHI,   Dharmayukti,   Koperasi   Pegawai, Olahraga dan lain 

sebagainya. 

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengumpulkan, menginventarsir laporan dan data guna untuk memantau 

pelaksanaannya kemudian mengilah data kegiatan dalam rangka menyusun suatu 

informasi data yang akurat dari hasil monitoring guna dikaji dan dievaluasi sebagai 

konseps matrik evaluasi kegiatan dengan hasil suatu bentuk laporan yang bisa 

dipertanggungjawabkan kepada pimpinan sebagai penentu kebijakan serta sebagai 

bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan 

anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.  

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi dari 

pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam penataan administrai perkara 

berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi serta Buku 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh 

kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, 

namun apabila dalam jangka waktu tersebut belum dapat dilaksanakan maka usaha 

pembenahan akan dilakukan secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan 

berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan. 

 BAB I 
PENDAHULUAN 
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Sasaran akhir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini adalah keadaan 

kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan 

hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan, 

yaitu : 

a. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada 

pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan. 

b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani permasalahan yang 

berkembang di masyarakat. 

B. Visi Dan Misi 

a. Visi 

Dengan tetap menselaraskan pada visi Mahkamah Agung RI yaitu 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” maka ditetapkan visi 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagaimana yaitu “Terwujudnya 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Yang Agung” 

b. Misi 

Untuk mencapai Misi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

Kelas IB menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, 

yaitu : 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 

 

C. Rencana Strategis 

Untuk memperjelas arah tujuan yang ingin dicapai maka tujuan merupakan 

implementasi dari misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu  

2020-2024, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merumuskan Rencana 

Strategis: 

1. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan 

2. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara 



3 
 

  
 
 

 
 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 

 

Pendahuluan 

3. Peningkatan akses peradilan 

4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 
 

Berdasarkan tujuan diatas maka sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun antara lain: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel 

2. Terciptanya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Terciptanya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

4. Terciptanya peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan secara 

optimal baik internal maupun eksternal 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan 

parameter objektif 

7. Terciptanya peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel, efektif dan efisien 
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A. Keadaan Perkara 

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah menerima, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat 

mengetahui pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian 

sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kinerja suatu Pengadilan adalah dilihat dari 

penyelesaian perkaranya. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selalu 

mengedepankan penyelesaian perkara sehingga meminimalisir perkara yang lebih dari 5 

bulan. Presentase penanganan atau penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun berdasarkan data Monitoring Implentasi SIPP (MIS) sampai dengan 31 

Desember 2021 adalah 88,96%. 

Keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

a. Matriks Perkara Perdata Gugatan Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari 13 2 4 11 

2 Februari 11 3 4 10 

3 Maret 10 3 4 9 

4 April 9 1 3 7 

5 Mei 7 4 2 9 

6 Juni 9 7 4 12 

7 Juli 12 4 3 13 

8 Agustus 13 4 3 14 

9 September 14 1 6  9 

10 Oktober 9 7 2 14 

11 November 14 4 4 14 

12 Desember 14 3 6 11 

JUMLAH 43 45  

 BAB II 
PENYELESAIAN PERKARA 
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Keterangan :  

Perkara Perdata Gugatan  : 43 Perkara 

Sisa Tahun 2020  : 13 Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021 : 43 Perkara 

Minutasi Tahun 2021  : 45 Perkara 

Sisa Belum Minutasi  : 11 Perkara 

 
b. Matriks Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari 2 - 1 1 

2 Februari 1 - 1 - 

3 Maret - 2 - 2 

4 April 2 1 2 1 

5 Mei 1 - 1 - 

6 Juni - 1 - 1 

7 Juli 1 1 1 1 

8 Agustus 1 3 1 3 

9 September 3 - 2 1 

10 Oktober 1 2 1 2 

11 November 2 1 2 1 

12 Desember 1 - 1 - 

JUMLAH 11 13  

Keterangan :  

Perkara Perdata Gugatan Sederhana : 11 Perkara 

Sisa Tahun 2020   : 2 Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021  : 11 Perkara 

Minutasi Tahun 2021   : 13 Perkara 

Sisa Belum Minutasi   : - Perkara 

 

c. Matriks Perkara Perdata Permohonan Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari 1 3 3 1 

2 Februari 1 9 5 5 
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No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

3 Maret 5 5 10 - 

4 April - 27 26 1 

5 Mei 1 6 5 2 

6 Juni 2 6 5 3 

7 Juli 3 21 9 15 

8 Agustus 15 4 19 - 

9 September - 4 4 - 

10 Oktober - 17 2 15 

11 November 15 6 16 5 

12 Desember 5 2 7 - 

JUMLAH 110 111  

Keterangan :  

Perkara Perdata Permohonan  : 110 Perkara 

Sisa Tahun 2020   : 1 Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021  : 110 Perkara 

Minutasi Tahun 2021   : 111 Perkara 

Sisa Belum Minutasi   : - Perkara 

 
d. Matriks Perkara Perdata Perlawanan / Bantahan Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari 1 - - 1 

2 Februari 1 - - 1 

3 Maret 1 - 1 - 

4 April - - - - 

5 Mei - - - - 

6 Juni - 2 - 2 

7 Juli 2 - - 2 

8 Agustus 2 - - 2 

9 September 2 - - 2 

10 Oktober 2 - - 2 

11 November 2 - - 2 

12 Desember 2 - - 2 

JUMLAH 2 1  
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Keterangan :  

Perkara Perdata Perlawanan   : 2 Perkara 

Sisa Tahun 2020   : 1 Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021  : 2 Perkara 

Minutasi Tahun 2021   : 1 Perkara 

Sisa Belum Minutasi   : 2 Perkara 

 
e. Matriks Perkara Pidana Biasa Tahun 2021 

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari 23 36 11 48 

2 Februari 48 21 33 36 

3 Maret 36 27 26 37 

4 April 37 37 21 53 

5 Mei 53 18 41 30 

6 Juni 30 31 28 33 

7 Juli 33 18 13 38 

8 Agustus 38 19 28 29 

9 September 29 39 24 44 

10 Oktober 44 40 23 61 

11 November 61 34 32 63 

12 Desember 63 35 45 53 

JUMLAH 355 325  

Keterangan :  

Perkara Pidana Biasa   : 355 Perkara 

Sisa Tahun 2020  : 23 Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021 : 355 Perkara 

Putus Tahun 2021  : 325 Perkara 

Sisa Belum Putus  : 53 Perkara 

 
f. Matriks Perkara Pidana Singkat Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK PUTUS SISA 

1 Januari - - - - 

2 Februari - - - - 
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3 Maret - - - - 

4 April - - - - 

5 Mei - - - - 

6 Juni - - - - 

7 Juli - - - - 

8 Agustus - - - - 

9 September - - - - 

10 Oktober - - - - 

11 November - - - - 

12 Desember - - - - 

Keterangan :  

Perkara Pidana Singkat  : - Perkara 

Sisa Tahun 2020  : - Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021 : - Perkara 

Putus Tahun 2021  : - Perkara 

Sisa Belum Putus  : - Perkara 

 

g. Matriks Perkara Pidana Cepat Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari - 5 5 - 

2 Februari - 1 1 - 

3 Maret - 1 1 - 

4 April - 2 2 - 

5 Mei - - - - 

6 Juni - 1 1 - 

7 Juli - - - - 

8 Agustus - - - - 

9 September - 6 6 - 

10 Oktober - 2 2 - 

11 November - 1 1 - 

12 Desember - 5 5 - 

JUMLAH 24 24  

Keterangan :  

Perkara Pidana Cepat   : 24 Perkara 

Sisa Tahun 2020  : - Perkara 
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Terima / Masuk Tahun 2021 : 24 Perkara 

Minutasi Tahun 2021  : 24 Perkara 

Sisa Belum Minutasi  : - Perkara 

 

h. Matriks Perkara Praperadilan Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari - - - - 

2 Februari - - - - 

3 Maret - - - - 

4 April - - - - 

5 Mei - - - - 

6 Juni - - - - 

7 Juli - - - - 

8 Agustus - - - - 

9 September - - - - 

10 Oktober - 1 1 - 

11 November - - - - 

12 Desember - - - - 

JUMLAH 1 1  

Keterangan :  

Perkara Praperadilan   : 1 Perkara 

Sisa Tahun 2020  : 0 Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021 : 1 Perkara 

Minutasi Tahun 2021  : 1 Perkara 

Sisa Belum Minutasi  : 0 Perkara 

 

i. Matriks Perkara Pidana Anak Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari - - - - 

2 Februari - - - - 

3 Maret - 1 - 1 

4 April 1 - 1 - 

5 Mei - 2 1 1 
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6 Juni 1 4 2 3 

7 Juli 3 - 3 - 

8 Agustus - 1 1 - 

9 September - - - - 

10 Oktober - - - - 

11 November - 1 1 - 

12 Desember - 3 3 - 

JUMLAH 12 12  

 

Keterangan :  

Perkara Pidana Anak   : 12 Perkara 

Sisa Tahun 2020  : - Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021 : 12 Perkara 

Minutasi Tahun 2021  : 12 Perkara 

Sisa Belum Putus  : - Perkara 

 

j. Matriks Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2021  

No BULAN 
SISA BULAN 

LALU 
MASUK MINUTASI SISA 

1 Januari 0 0 0 0 

2 Februari 0 18 18 0 

3 Maret 0 39 39 0 

4 April 0 40 40 0 

5 Mei 0 30 30 0 

6 Juni 0 97 97 0 

7 Juli 0 103 103 0 

8 Agustus 0 73 73 0 

9 September 0 99 99 0 

10 Oktober 0 103 103 0 

11 November 0 88 88 0 

12 Desember 0 97 97 0 

JUMLAH 787 787  

 

Keterangan :  

Perkara Pidana Lalu Lintas  : 787 Perkara 
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Sisa Tahun 2020  : 0 Perkara 

Terima / Masuk Tahun 2021 : 787 Perkara 

Putus Tahun 2020  : 787 Perkara 

Sisa Belum Putus  : 0 Perkara 

 
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 

No PERKARA 
PERMOHONAN 

BANDING 
PENGIRIMAN 

BERKAS 
PUTUSAN 

PT 
BELUM 

PUTUS PT 

1 Perdata 10 9 7 2 

2 Pidana 44 43 39 4 

3 Pidana Anak 4 4 4 0 

 

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 

No PERKARA 
PERMOHONAN 

KASASI 
PENGIRIMAN 

BERKAS 
PUTUSAN 

MA 
BELUM 

PUTUS MA 

1 Perdata 9 8 0 8 

2 Pidana 40 40 15 25 

3 Pidana Anak 3 3 0 3 

 

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 

No PERKARA 
PERMOHONAN 

PK 
PENGIRIMAN 

BERKAS 
PUTUSAN 

MA 
BELUM 

PUTUS MA 

1 Perdata 1 1 0 1 

2 Pidana 0 0 0 0 

3 Pidana Anak 0 0 0 0 

 

B. Penyelesaian Perkara 

1. Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya 

No PERKARA 
SISA PERKARA 
TAHUN LALU 

(2020) 

PUTUS 
2021 

SISA 
2021 

1 Perdata Gugatan 13 13 0 

2 Perdata Gugatan Sederhana 2 2 0 

3 Perdata Permohonan 1 1 0 

4 Perdata Perlawanan/bantahan 1 1 0 

5 Pidana Biasa 23 23 0 
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6 Pidana Singkat 0 0 0 

7 Pidana Cepat 0 0 0 

8 Pidana Anak 0 0 0 

 

2. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 

No PERKARA 
SISA 

TAHUN 
2020 

MASUK 
PUTUS 

(< 5 BULAN) 
PUTUS 

(> 5 BULAN) 

1 Perdata Gugatan 13 43 45 0 

2 Perdata Gugatan Sederhana 2 11 13 0 

3 Perdata Permohonan 1 110 111 0 

4 Perdata Perlawanan/bantahan 1 2 1 0 

4 Pidana Biasa 23 355 325 0 

5 Pidana Singkat 0 0 0 0 

6 Pidana Cepat 0 24 24 0 

7 Pidana Anak 0 12 12 0 

 

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

a. Keadaan Perkara Tingkat Banding 

No PERKARA PUTUS PN BANDING 
TIDAK 

BANDING 

1 Perdata 45 10 35 

2 Pidana 325 44 281 

3 Pidana Anak 12 4 8 

 

b. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 

No PERKARA TURUN PT KASASI TIDAK KASASI 

1 Perdata 10 9 1 

2 Pidana 44 40 4 

3 Pidana Anak 4 3 1 

 

c. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 

No PERKARA TURUN MA PK TIDAK PK 

1 Perdata 2 1 1 
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2 Pidana 15 0 15 

3 Pidana Anak 2 0 2 

4. Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 

No PERKARA MEDIASI BERHASIL GAGAL 
DALAM 
PROSES 

1 Perdata Gugatan 25 1 24 0 

 

5. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 

No PERKARA 
JUMLAH 
PERKARA 

JUMLAH 
YANG 

DIDIVERSI 
BERHASIL GAGAL 

1 Pidana Khusus Anak 0 0 0 0 

 

C. Akreditasi Penjaminan Mutu 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal 

dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan 

penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh 

Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan 

International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), 

Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona 

Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana 

Badan Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan 

Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada 

pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. 

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan 

Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance 

Excellent – ICPE). Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB juga membuat Tim 

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri demi memenuhi tujuan Akreditasi Penjaminan 

Mutu ini. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 

W16-U3/176/KPN/SK/XI/2021 tentang Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Pengadilan 

Negeri (PMPN) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, berikut ini Struktur Organisasi 

Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 
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Pada tahun 2021, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 

melakukan penilaian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Penilaian meliputi 

berbagai aspek yang harus sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008. Hasil 

Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB berdasarkan 

keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjamin Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum Nomor TAPM.127 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021, Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai 

“A” Excellent.  

KOORDINATOR : 
Ahmad Husaini, SH. 

SEKRETARIS: 
Sulistyawati 

ANGGOTA : 
1. Reza Apriadi, SH. 
2. Heru Karyono, SH. 
3. Erick Ignatius Christoffel, 

SH. 

TIM SURVEI KEPUASAN 
PELANGGAN 

SEKRETARIS: 
Hariyanto 

ANGGOTA : 
1. Edi Zarqoni, SH. 
2. Wahyudi 
3. M. Guntur, SH. 
4. Fera Aditias Ramadani,SH 
5. Hiskia J. Aritonang 
6. Ega Ayu Ananda 

TIM INTERNAL AUDITOR 
(IA) 

KOORDINATOR : 
Husni Thamrin, ST. 

SEKRETARIS: 
Yogi Nugraha Putra, A.Md.T. 

ANGGOTA : 
1. Deni Nurmansyah, SE. 
2. Chanro Simamora, SH. 
3. Mulia Rizky, SE. 
4. Diyah Eka Prasetya Rini, 

S.IP. 

TOP MANAGER 

Muhammad Ramdes, SH. 

QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE 

I Gede Putu Saptawan, SH., M.Hum. 

WAKIL MR I : Yohanis, SH. 

WAKIL MR II : Husni Thamrin, ST. 

TIM INTERNAL AUDITOR 
(IA) 

KOORDINATOR : 
Erick Ignatius Christoffel, SH. 
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Dengan mendapatnya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu ini diharapkan 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan standar penjaminan mutu. 

Pada tanggal 3-4 Maret 2021, Tim Assesment Pengadilan Tinggi Palangka Raya 

melakukan assesment akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Penilaian 

meliputi berbagai aspek yang harus sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008. 

Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB adalah dengan 

ditemukannya beberapa ketidaksesuaian. Hasil temuan ketidaksesuaian pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan jumlah 3 minor untuk Top 

Management, 1 minor untuk Quality Manager Representative, Document Control, Audit 

Internal dan Survei serta 7 minor untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dengan 

adanya assesment dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut, Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun berhasil mempertahankan nila “A” Exellent dan diharapkan terus 

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 

 

1. Pos Bantuan Hukum 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada 

setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum 

kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan 

hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, 

memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan 

rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Advokat Piket adalah Advokat yang 

bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam 

kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.  

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB pada tahun 2021 memperoleh 

anggaran untuk Posbakum sebesar Rp. 48.000.000,- pada DIPA 03. Realisasi Anggaran 

untuk Posbakum adalah 100% per Desember 2021. 

Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan 

Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Suriansyah, SH., MH., dan 

Reka. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai bagian dari 

penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang 
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bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian 

rasa keadilan. 

Jadwal pelayanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

setiap Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB dan 13.00 WIB - 15.00 WIB dengan 

menempatkan Petugas Pemberi Layanan Hukum di Posbakum, Helda Dewita BR. PA, SH. 

untuk memberikan pelayanan hukum untuk para pencari keadilan di Pengadian Negeri 

Pangkalan Bun. Berikut ini jumlah permohonan pelayanan di Posbakum Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB pada Tahun 2021 : 

No Bulan Jumlah Layanan Jumlah Jaga (Jam) Keterangan 

1. Januari 19 100  

2. Februari 25 100  

3. Maret 18 100  

4. April 19 100  

5. Mei 9 100  

6. Juni 15 100  

7. Juli 11 100  

8. Agustus 11 100  

9. September 16 100  

10. Oktober 14 100  

11. November 15 100  

12. Desember 24 100  

 

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran 

mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk melakukan Pelayanan Terpadu Sidang 

Keliling. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara 

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan, 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan 

keliling memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai 
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dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenagan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan 

dan pencatatan kelahiran. Pengesahan Perkawinan bagi masyarakat beragama selain 

Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri ini antara lain seperti 

permohonan pergantian nama, permohonan perbaikan akta kelahiran dan lain-lain 

sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri.  

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan di luar gedung 

pengadilan baik dilaksanakan secara berkala maupun insidentil dengan tujuan 

meningkatkan akses terhadap keadilan bagi  masyarakat sulit atau tidak mampu 

menjangkau gedung Pengadilan Negeri akibat keterbatasan biaya, fisik ataupun secara 

geografis. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini meliputi 2 Kabupaten 

yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun sendiri terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga untuk 

Kabupaten Sukamara terpaut jarak yang cukup jauh. Demi memberikan pelayanan Prima 

kepada para pencari keadilan, salah satu sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun adalah “Terciptanya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan”, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan sidang 

keliling ke Kabupaten Sukamara. 

Adapun sarana prasana untuk mendukung kegiatan sidang keliling ini, 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai tempat Sidang (Zetting Plaats) yaitu di 

Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 8288 m2 

dengan Sertifikat Nomor : 300/1987. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

Kelas IB telah beberapa kali melakukan sidang keliling ke Kabupaten Sukamara, berikut 

rinciannya : 

 

No Tanggal Sidang 
Lokasi 
Sidang 

Jumlah Perkara 
yang ditangani 

Jumlah Anggaran 
Yang Digunakan 

Keterangan 

1 23 April 2021 Sukamara 25 Rp. 15.600.000,-  

2 13 Agustus 2021 Sukamara 16 Rp. 22.720.000,-  

3 05 November 2021 Sukamara 14 Rp. 11.520.000,-  

JUMLAH 55 Rp.49.840.000,-  

 



18 
 

  
 
 

 
 

Penyelesaian Perkara 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 

 

 

 

 

3. Perkara Prodeo 

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan salah 

satunya meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Pembebasan Biaya 

Perkara ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Layanan Pembebasan Biaya 

Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga 

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat 

berperkara secara cuma-cuma dengan begitu bisa meringankan beban biaya yang harus 

ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.  

Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu di Pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. 

Layanan Pembebasan Biaya Perkara ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya 

penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan dan Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB pada tahun 2021 tidak memperoleh anggaran untuk 

pembebasan biaya perkara (prodeo) pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum sehingga 

tidak ada pelaksanaan pembebasan biaya perkara secara prodeo. 
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A. Struktur Organisasi ( Tupoksi ) 

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan ( Pasal 24  

ayat 1 ) Undang-undang Dasar pasca Amandemen. 

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan 

Peradilan lain di bawah Mahkamah ( Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, 

Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi ( Pasal 24 ayat 2 ) Undang-undang Dasar 

1945. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-

badan Peradilan  (  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  militer,  peradilan  

tata  Usaha Negara, dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi dengan tugas 

pokok : untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya ( Pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). 

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 UU no. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri 

bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan 

perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat Pertama ( Pasal 2 UU no. 2 Tahun 1986 ). 

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 UU no. 2 Tahun 

1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merupakan Instansi Vertikal di bawah 

Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin 

Barat, Profinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai tugas pada Bidang 

Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun dibantu para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, 

para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Pegawai Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB. 

Pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

 BAB III 
SUMBER DAYA MANUSIA 
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36/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas Pada 46 Pengadilan Negeri Kelas II 

Menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA, Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun naik kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB dan dengan kenaikan kelas ini 

juga ada penyesuaian eselon. 

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Sesuai Bagan Struktur organisasi diatas, nama yang menduduki jabatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

KETUA 

Muhammad Ramdes, SH. 

WAKL KETUA 

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. 

SEKRETARIS 

Husni Thamrin, ST. 

KEPALA 
SUBBAGIAN 

PERENCANAAN, 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 

DAN 
PELAPORAN 

(kosong) 

KEPALA 
SUBBAGIAN 

KEPEGAWAIAN, 
ORGANISASI, 

DAN TATA 
LAKSANA 

Chanro 
Simamora, SH. 

KEPALA 
SUBBAGIAN 
UMUM DAN 
KEUANGAN 

 
Deni 

Nurmansyah, SE. 

PANITERA 

Yohanis, SH. 

PANITERA 

MUDA PIDANA 

Edi Zarqoni, SH. 

 

PANITERA 

MUDA 

PERDATA 

Wahyudi 

 

PANITERA 

MUDA HUKUM 

Haryanto 

 

PANITERAN PENGGANTI 

(kosong) 

 

JURUSITA PENGGANTI 

Rosilawati, SE. 

 

HAKIM 

1. Ahmad Husaini, SH. 

2. Reza Apriadi, SH. 

3. Heru Karyono, SH. 

4. Erick Ignatius Christoffel, S.H 
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No. Nama 
Golongan 

Ruang 
Jabatan Keterangan 

Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

1. Muhammad Ramdes, SH. VI/c Ketua  

2. 
I Gede Putu Saptawan, 

SH.M.Hum 
VI/b Wakil Ketua  

3. Ahmad Husaini, SH. VI/a Hakim  

4. Reza Apriadi, SH. VI/a Hakim  

5. Heru Karyono, SH. III/d Hakim  

6. Erick Ignatius Christoffel, SH. III/d Hakim  

7. Yohanis, SH. IV/a Panitera  

8. Husni Thamrin, ST. III/d Sekretaris  

9. Edi Zarqoni, SH. III/d 
Panitera Muda 

Pidana 
 

10. Wahyudi III/c 
Panitera Muda 

Perdata 
 

11. Hariyanto III/c 
Panitera Muda 

Hukum 
 

12. Deni Nurmansyah, SE. III/c 
Kepala Subbagian 

Umum dan 
Keuangan 

 

13. -  

Kepala Subbagian 
Perencanaan, 

Teknologi 
Informasi, dan 

Pelaporan 

Jabatan Kosong 

14. Chanro Simamora, SH. III/c 

Kepala Subbagian 
Kepegawaian, 
Organisasi dan 
Tata Laksana 

 

15. -  
Panitera 

Pengganti 
Kosong 

16. Rosilawati, SE. III/a 
Jurusita 

Pengganti 

Diperbantukan 
di Kepaniteraan 
Perdata 

17. Maya Agustina, SH. III/a 
Pelaksana 

Kepaniteraan 
Perdata 

 

18. Didik Sulaiman, SH. III/a 
Pelaksana 

SubbagianUmum 
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No. Nama 
Golongan 

Ruang 
Jabatan Keterangan 

dan Keuangan 

19. Mulia Rizky, SE. III/a 

Pelaksana 
Subbagian 

Kepegawaian, 
Organisasi dan 
Tata Laksana 

 

20. M. Guntur, SH. III/a 
Pelaksana di 
Kepaniteraan 

Pidana 
 

21 Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P. III/a 

Pelaksana 
Subbagian 

Kepegawaian, 
Organisasi dan 
Tata Laksana 

 

22. Fera Aditias Ramadani, S.H. III/a 
Pelaksana 

Kepaniteraan 
Perdata 

 

23. Yogi Nugraha Putra, A.Md.T. II/c 

Pelaksana 
Subbagian 

Perencanaan, 
Teknologi 

Informasi, dan 
Pelaporan 

 

24. Sulistywati II/b 

Pengadiministrasi 
UmumSubbagian 

Umum dan 
Keuangan 

 

Pegawai Honorer Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

1. Hiskia J. Aritonang Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Hukum 

2. Erwin Tirajul Akbar Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

3. Noor Maydah Lestika Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

4. Ega Ayu Ananda Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Hukum 

5. Masrun Pramubhakti Diperbantukan 
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No. Nama 
Golongan 

Ruang 
Jabatan Keterangan 

di Kepaniteraan 

Pidana 

6. Suci Paramita Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Perdata 

7. Nurul Hidayah Pramubhakti 
Diperbantukan 
di Kepaniteraan 
Pidana 

8. Rexzy Adhipura Pramubhakti 

Diperbantukan 
di Subbagian 
Umum dan 
Keuangan 

9. Kao M. Kaokabanullah Sopir 

Diperbantukan 

di Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

10. Muhamad Aji Purnomo Satpam  

11. Imam Setiyawan Satpam  

12. Muhammad Syamsi Satpam  

 
Dengan perincian golongan adalah : 

Gol IV                                    :     5    orang 

Gol III                                    :     15   orang 

Gol II                                     :      2   orang 

Gol I                                      :      -    orang 

 

Sedangkan Tenaga Honorer yang ada : 

Satpam                                            :   3    orang 

Pengemudi                                      :   1    orang 

Pramubakti                                     :    8    orang 

 

B. Mutasi, Promosi, Pensiun, dan Diklat 

1. Mutasi Keluar 

Pada tahun 2021 Hakim maupun Pegawai yang Mutasi (keluar) dari Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB, adalah : 
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No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT 

1. 
Abu Achmad Sidqi Amsya, 
S.H. 

Ketua  

Ketua 
Pengadilan 

Negeri 
Situbondo 

15 Januari 
2021 

2. Muhammad Ikhsan, S.H. Hakim 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri Tebing 
Tinggi 

22 Februari 
2021 

3 Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri 
Rembang 

22 Februari 
2021 

4 Jurmani, S.H. 
Panitera Muda 

Perdata 

Panmud 
Khusus PHI 
Pengadilan 

Negeri 
Palangka Raya 

10 Agustus 
2021 

5 
Mantiko S. Moechtar, S.H., 
M.Kn. 

Hakim 
Hakim 

Pengadilan 
Negeri Curup 

22 November 
2021 

6 Ucok Richon Manik, S.H. 
Panitera Muda 

Pidana 

Panitera 
Pengadilan 

Negeri Nanga 
Bulik 

19 November 
2021 

 

2. Mutasi Masuk 

Pada Tahun 2021 Hakim maupun Pegawai tidak ada yang Mutasi (masuk) ke 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT 

1. Muhammad Ramdes, S.H. 
Hakim 

Pengadilan 
Negeri Serang  

Wakil Ketua 
Pengadilan 

Negeri 
Pangkalan Bun 

07 Januari 
2021 

2. Ahmad Husaini, S.H. 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri 
Bangkalan 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri 
Pangkalan Bun 

15 Februari 
2021 

3 
Erick Ignatius Christoffel, 
S.H. 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri 
Amurang 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri 
Pangkalan Bun 

15 Februari 
2021 

4 Reza Apriadi, S.H. 
Hakim 

Pengadilan 
Negeri Ngawi 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri 
Pangkalan Bun 

16 Februari 
2021 



25 
 

  
 
 

 
 

Sumber Daya Manusia 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 

 

 

5 Wahyudi 
Panitera 

Pengganti 
Negeri Sampit 

Panitera Muda 
Perdata 

Pengadilan 
Negeri 

Pangkalan Bun 

28 September 
2021 

6 
I Gede Putu Saptawan, 
S.H., M.Hum. 

Hakim 
Pengadilan 

Negeri 
Denpasar 

Wakil Ketua 
Pengadilan 

Negeri 
Pangkalan Bun 

11 November 
2021 

7 Edi Zarqoni, S.H. 

Panitera Muda 
Perdata 

Pengadilan 
Negeri Nanga 

Bulik 

Panitera Muda 
Pidana 

Pengadilan 
Negeri Nanga 

Bulik 

19 November 
2021 

8 
Diyah Eka Prasetya Rini, 
S.I.P 

ASDM 
Pengadilan 

Negeri 
Bojonegoro 

ASDM 
Pengadilan 

Negeri 
Pangkalan Bun 

22 November 
2021 

 
 

3. Promosi 

Pada Tahun 2021 Hakim maupun Pegawai yang di Promosikan untuk memangku 

Jabatan, adalah : 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT 

1. Muhammad Ramdes, SH. Wakil Ketua Ketua 
28 Oktober 

2021 
 

4. Pensiun 

Pada Tahun 2021 Hakim maupun Pegawai tidak ada yang Pensiun. 

5. Diklat 

Pada Tahun 2021 Hakim maupun Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

Kelas IB yang mendapat pelatihan ataupun pendidikan kilat (diklat), adalah : 

No. Nama Jabatan Nama Diklat 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Pelaksana 

Diklat 

1. 
Deni 
Nurmansyah, 
SE. 

Kasubbag 
Umum dan 
Keuangan 

Pelatihan Online 
Kepemimpinan 
Pengawas (PKP) 
Angkatan XVII 
dan XXV dari 

Tempat Kerja TA 
2021 

4 Januari – 19 
April 2021 

Pusdiklat 
Menpim MA 

(Online) 
2. 

Chanro 
Simamora, SH. 

Kasubbag 
Kepegawaian 

dan Ortala 

3. 
Ahmad 
Husaini, SH. 

Hakim 
Pelatihan 

Sertifikasi Hakim 
Lingkungan 

27 Mei – 09 
Juli 2021 

Pusdiklat 
Teknis MA 

(Online) 
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No. Nama Jabatan Nama Diklat 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Pelaksana 

Diklat 
Hidup Angkatan 

XIII 

4. 
Husni 
Thamrin, ST. 

Sekretaris 

Pelatihan dan 
Sertifikasi 

Kompetensi 
Teknis 

Manajemen ASN 
Angkatan 2 

28 Mei – 07 
Juni 2021 

Pusdiklat 
Menpim MA 

(Online) 

5. Sulistyawati Bendahara  

e-Learning 
Bendahara 

Pengeluaran/ 
Bendahara 

Pengeluaran 
Pembantu 

Tahun 2021 

e-Learning 
Bendahara 

Pengeluaran/ 
Bendahara 

Pengeluaran 
Pembantu 

Tahun 2021 

Badan 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
Keuangan 

KEMENKEU RI 
(Online) 

6. 
Didik 
Sulaiman, 
SH. 

Bendahara 

Pelatihan e-
Learning 

Bendahara 
Penerimaan 

Angkatan VI dari 
Tempat Tugas 

05 Juli - 12 
Juli 2021 

Badan 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
Keuangan 

KEMENKEU RI 
(Online) 

7. Sulistyawati Bendahara 

Pelatihan e-
Learning 

Penyusunan 
Laporan Kinerja 
Gel. 3 Angkatan 

XIII 

05 Juli - 09 
Juli 2021 

Pusdiklat 
Menpim MA 

(Online) 

8. 
Mulia Rizky, 
S.E. 

Bendahara 

e-Learning 
Bendahara 

Pengeluaran 
(BPP) Angkatan 

IX s.d X dari 
Tempat Tugas 

19 Juli - 28 
Juli 2021 

Badan 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
Keuangan 

KEMENKEU RI 
(Online) 

9. 
Reza Apriadi, 
S.H. 

Hakim 
Pelatihan 

Sertifikasi Hakim 
Lingkungan 
Hidup bagi 

Hakim Peradilan 
umum, Militer 
danTata Usaha 

seluruh 
Indonesia secara 
offline (klasikal) 

11 Oktober - 
19 Oktober 

2021 

Pusdiklat 
Teknis MA 

10. 
Erick Ignatius 
Christoffel, 
S.H. 

Hakim 

11. 
Yogi Nugraha 
Putra, A.Md.T 

Staf PTIP 

Pelatihan e-
Learning 

Bendahara 
Penerimaan 

25 Oktober 
2021 s.d 01 
November 

2021 

Badan 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
Keuangan 
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No. Nama Jabatan Nama Diklat 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Pelaksana 

Diklat 
Angkatan X dari 
Tempat Tugas 

Tahun 2021 

KEMENKEU RI 
(Online) 

12. 
Ucok Richon 
Manik, S.H. 

Panmud 
Pidana 

Pelatihan Teknis 
Yudisial Panitera 

Pengganti 
Peradilan Umum 

seluruh 
Indonesia 

Gelombang III 

01 November 
s.d 17 

November 
2021 

Pusdiklat 
Teknis MA 

(Online) 

13. Yohanis, S.H., Panitera Bimbingan 
Teknis Bidang 
Administrasi 

Kepaniteraan se-
Kalimantan 

Tengah 

15 November 
s.d 17 

November 
2021 

Pengadilan 
Tinggi 

Palangka Raya 

14. Wahyudi 
Panmud 
Perdata 

15. Hariyanto 
Panmud 
Hukum 

 

6. Hukuman Disiplin 

Pada Tahun 2021 Hakim maupun Pegawai tidak ada yang mendapat Hukuman Disiplin. 
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A. Pengelolaan Keuangan 

Pada tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh 

anggaran sebesar Rp. Yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar 

Rp. 4.261.613.000,- dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 

116.735.000,-. Anggaran tahun ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 

sebelumnya karena pada tahun ini anggaran untuk anggaran belanja modal di awal 

anggaran lebih sedikit dari tahun 2020.  

Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020 DIPA 01 : 

No Rincian 2020 2021 

1 Anggaran 4.261.613.000 4.805.546.000 

2 Realisasi 4.163.007.659 4.711.458.412 

3 Persentase Realisasi 97,69% 98,04% 

 

Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020 DIPA 03 : 

No Rincian 2020 2021 

1 Anggaran 116.735.000 138.293.000 

2 Realisasi 116.713.000 138.105.000 

3 Persentase Realisasi 99,98% 99,86% 

 

Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.849.563.412,-  Atau 

sekitar 98,09% dari Pagu Anggaran, sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. Rp. 

4.279.720.659,- Atau sekitar 97,75%. Jika dilihat dari persentase realisasi anggaran 

tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Realisasi DIPA 01 tahun 2021 sebesar Rp. 

4.711.458.412,- atau 98,04% sedangkan DIPA 03 tahun 2021 realisasinya sebesar Rp. 

138.105.000,- atau 99,86%. 

Adapun secara rinci Pagu dan realisasi pada setiap anggaran dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

 

 

 
BAB IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN  
PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
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1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) 

 DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja 

Barang dan Belanja Modal. Total Pagu Anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 4.805.546.000 

dan realisasi sebesar Rp. 4.711.458.412 atau 98,04%. 

 

No Rincian Pagu Realisasi 
Sisa 

Anggaran 
Persentase 

1 Belanja Pegawai 2.951.527.000 2.857.526.773 94.000.227 96.82% 

2 Belanja Barang 1.616.519.000 1.616.411.639 107.361 99,99% 

3 Belanja Modal 237.500.000 237.500.000 0 100% 

 Total 4.805.546.000 4.711.438.412 94.107.588 98,04% 

 

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) 

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Pangkalan bun untuk DIPA 03 (Badan Peradilan 

Umum) mendapatkan anggaran sebesar Rp. 138.293.000 dengan realisasi sebesar Rp. 

138.105.000 atau 99,86% dari pagu anggaran. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) hanya 

terdiri dari belanja barang saja dengan rincian sebagai berikut : 

No Rincian Pagu Realisasi 
Sisa 

Anggaran 
Persentase 

1 Barang 138.293.000 138.105.000 188.000 99,86% 

 Total 138.293.000 138.105.000 188.000 99,86% 

 

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh penghargaan 

atas pengelolaan keuangan yang baik. Penghargaan tersebut yaitu Penghargaan Terbaik 

Pertama sebagai Satuan Kerja dengan Pelaksaan Anggaran dengan Kriteria Pagu Kecil 

dengan pagu dibawah Rp. 3 Miliar Triwulan III Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Tengah. 
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Selain itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga mendapat Penghargaan 

Peringkat 1 Kategori Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak Lingkup 

Satuan Kerja Wilayah KPPN Pangkalan Bun. Dan kemudian penghargaan sebagai Satuan 

Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sangat Baik Periode 

Triwulan III 2021 oleh KPPN Pangkalan Bun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

1. Gedung 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB yang dipakai sekarang 

adalah gedung bertingkat II pada bagian muka dan terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 16, 

Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Gambar Tampak Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 
 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tersebut luas gedung 

dan bangunannya adalah 4416 m2. Keadaan kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

tersebut tertata rapi dan bersih dengan dihiasi dengan taman bunga dan kolam. Di 

halaman samping kantor dibangun sebuah Musholla “AL FATH” pada tahun 2014, dan di 

bagian belakang kantor dibangun lapangan Tennis yang digunakan untuk kegiatan 

olahraga. Di belakang dan disamping kanan kantor dibangun tempat parkir kendaraan 

roda dua beserta kendaraan roda empat.  Untuk di belakang kantor tempat parkir 

kendaraan roda dan roda empat khusus untuk Hakim dan Pegawai, sedangkan pada 

bagian samping kanan untuk Kendaraan Tahanan, Polisi, dan Pengunjung. Di Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun sudah terdapat Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok e-

Court untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sudah dibangun Ruang 

Mediasi, Perpustakaan, Ruang Tunggu Penggunjung, Ruang Menyusui atau laktasi, 

Tempat Merokok atau Smoking Area serta toilet yang bersih untuk pengunjung maupun 

pegawai dan toilet khusus difabel. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga telah 

menyediakan ruang tamu terbuka sebagai bukti keterbukaan dalam menerima tamu.  

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah menerapkan sistem satu pintu, 

jadi semua Pengunjung, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau lainnya masuk ke 

gedung hanya lewat pintu depan saja sehingga mudah terpantau. Terlebih lagi setiap 

tamu yang masuk diwajibkan melapor ke Meja PTSP dan akan dikenakan tanda tamu 

berupa kartu pengunjung.  

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun  Kelas IB kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri 
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Pangkalan Bun Kelas IB berupaya melakukan beberapa terobosan dan renovasi guna 

melengkapi sarana dan prasarana, antara lain : 

 Renovasi Sarana dan Prasarana Ruang Sidang Online (Pemasangan Backdrop, 

Wallpaper dan Perangkat Ruang Sidang Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

  
 
 

 
 

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasaranan dan Teknologi Informasi 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemasangan Backdrop dan Wallpaper Ruang Sidang Kartika 
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 Pemasangan Backdrop dan Wallpaper Ruang Sidang Candra 

 

 

 Pembuatan Ruang Arsip Perkara (Penambahan dari Ruang Arsip Perkara 

sebelumnya) 
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 Penambahan Lemari Partisi untuk Ruang Kepaniteraan Pidana, Perdata dan 

Hakim 
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 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengguna khusus Disabilitas 
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 Perbaikan Tempat Parkir Pengunjung (Roda 2 dan 4) 

Sebelum 
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Sesudah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembuatan Gazebo (Tempat Tunggu Pengunjung Sidang/Smoking Area Pengunjung) 
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 Pembuatan Wastafel Cuci Tangan untuk Pengunjung dan Pegawai. 
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 Pembangunan Lapangan Tennis (Swadaya panitia pembangunan) 

Sebelum Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesudah Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan lapangan tenis ini merupakan kegiatan swadaya melalui Panitia 

pembangunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan selanjutnya akan segera 

dihibahkan dari Panitia pembangunan kepada Kuasa Pengguna Barang 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 
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2. Gedung Tempat Sidang Keliling (Zetting Plaats) 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB mempunyai tempat Sidang (Zetting 

Plaats) yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan 

luas 8288 m2 dengan Sertifikat Nomor : 300/1987 dan di Pangkut, Kecamatan Arut 

Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun Kelas IB telah beberapa kali melakukan sidang keliling ke Kabupaten Sukamara, 

berikut rinciannya : 

 
 

3. Rumah Dinas 

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang 

melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam hal ini 

Pemerintah telah menyediakan Rumah Dinas untuk tempat tinggal sebanyak 10 unit 

dengan dibebani kewajiban untuk setiap bulannya membayar sewa kepada Negara, 

adapun kondisi Rumah Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2021 : 

 

No Uraian Jumlah 
Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1. 
Rumah Dinas 
Ketua 

1 1 0 0 
belum 

ditempati 

2. 
Rumah Dinas 
Wakil Ketua 

1 1 0 0  

3. 
Rumah Dinas 
Hakim 

6 6 0 0 
1 rumah 
belum 

ditempati 

4. 
Rumah Dinas 
Panitera 

1 1 0 0  

5. 
Rumah Dinas 
Sekretaris 

1 1 0 0  

Jumlah 10 10 0 0  

 

No Tanggal Sidang 
Lokasi 
Sidang 

Jumlah Perkara 
yang ditangani 

Jumlah Anggaran 
Yang Digunakan 

Keterangan 

1 23 April 2021 Sukamara 25 Rp. 15.600.000,-  

2 13 Agustus 2021 Sukamara 16 Rp. 22.720.000,-  

3 05 November 2021 Sukamara 14 Rp. 11.520.000,-  

JUMLAH 55 Rp.49.840.000,-  
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Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tersebut per 31 

Desember 2021 sudah ditempati Pejabat baik Teknis maupun Struktural dengan rincian 

yaitu : 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Abdullah Mahmud yang diperuntukannya 

untuk Rumah Dinas Ketua. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman SH yang 

diperuntukannya untuk Rumah Dinas Wakil Ketua sekarang ditempati oleh 

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bpk. Muhammad Ramdes, SH. Dengan 

nomor SK : W16-U3/066/KPA/SK/I/2021. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek 

belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang 

ditempati oleh Bpk. HERU KARYONO, SH. dengan nomor SK : W16-

U3/026/KPA/SK/I/2021. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek 

belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang 

ditempati oleh Bpk. Ahmad Husaini, SH. dengan nomor SK : W16-

U3/119/KPA/SK/II/2021. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 Gang Lombok I yang 

peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang belum ditempati dan dalam 

keadaan rusak ringan. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman yang peruntukannya 

untuk Rumah Dinas Panitera sekarang ditempati oleh Bpk. YOHANIS, SH. dengan 

nomor SK : W16-U3/025/KPA/SK/I/2021. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman yang peruntukannya 

untuk Rumah Dinas Sekretaris sekarang ditempati oleh Bpk. HUSNI THAMRIN, 

ST. dengan nomor SK : W16-U3/024/KPA/SK/I/2021. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, 

S.H. dengan nomor SK : W16-U3/120/KPA/SK/II/2021. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun, Bpk. I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M.Hum. dengan nomor SK : 

W16-U3/179/KPA/SK/XI/2021. 



43 
 

  
 
 

 
 

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasaranan dan Teknologi Informasi 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 

 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. REZA APRIADI, SH. dengan 

nomor SK : W16-U3/121/KPA/SK/II/2021. 

 

 

4. Kendaraan Dinas 

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang 

melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam hal ini 

Pemerintah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk transportasi dan membantu 

kelancaran dalam melaksanakan tugas, adapun  Kendaraan Dinas tersebut per tanggal 

31 Desember 2021 : 
 

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
Keterangan 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

I. Jenis Kendaraan Roda 4 

1. 
Toyota Kijang 
Innova G N/T Lux 
Model Minibus  

2015  - - 
Mobil Dinas 

Ketua 

2. 
Toyota Kijang 
Super Long 
Model Minibus 

2003  - - 
Mobil Dinas 

Panitera 

3. 
Toyota Kijang 
Innova Model 
Minibus 

2007  - - 
Mobil Dinas 
Wakil Ketua 

4. 
Toyota Kijang 
Super Short 

1991  - - 
Mobil Dinas 
Operasional 

II. Jenis Kendaraan Roda 2 

1. Honda Kharisma  2005  - - 
Motor 
Dinas 

Sekretaris 

2. Honda Kharisma  2005  - - 

Motor 
Dinas 

Panitera 
Muda 
Pidana 

3. Honda Mega Pro  2006  - - 

Motor 
Dinas 

Panitera 
Muda 
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No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
Keterangan 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

Hukum 

4. Honda Supra X 2003  - - 

Motor 
Dinas 

Panitera 
Muda 

Perdata  

5. Honda Win 1994  - - 

Motor 
Dinas 
Kasub 

Umum dan 
Keuangan 

6. Honda Supra X 2003 - - - Hilang 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setiap 

kendaraan dinas memiliki penanggungjawab masing-masing kendaraan dinas, adapun 

rinciannya sebagai berikut : 

N
o 

Uraian 
Penanggung 

Jawab 
Nomor SK Keterangan 

I. Jenis Kendaraan Roda 4 

1
. 

Toyota Kijang Innova 
G N/T Lux Model 
Minibus  

Muhammad 
Ramdes, SH. 

W16-U3/177 
/KPA/SK/XI/2021 

Pinjam Pakai Pemda 
Kotawaringin Barat 

2
. 

Toyota Kijang Innova 
Model Minibus 

I Gede Putu 
Saptawan, SH., 

M.Hum 

W16-
U3/178/KPA/SK/X

I/2021 
 

3
. 

Toyota Kijang Super 
Long Model Minibus 

Yohanis, SH. 
W16-U3/035 

/KPA/SK/I/2021 
 

4
. 

Toyota Kijang Super 
Short 

Deni 
Nurmansyah, 

SE. 

W16-U3/068 
/KPA/SK/I/2021 

 

     

II
. 

Jenis Kendaraan Roda 2 

1
. 

Honda Kharisma  
Husni Thamrin, 

ST. 
W16-U3/034 

/KPA/SK/I/2021 
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N
o 

Uraian 
Penanggung 

Jawab 
Nomor SK Keterangan 

2
. 

Honda Kharisma  Edi Zarqoni, SH. 
W16-U3/036 

/KPA/SK/I/2021 
 

3
. 

Honda Mega Pro  Hariyanto 
W16-U3/038 

/KPA/SK/I/2021 
 

4
. 

Honda Supra X Wahyudi 
W16-U3/037 

/KPA/SK/I/2021 
 

5
. 

Honda Win 
Deni 

Nurmansyah, 
SE. 

W16-U3/039 
/KPA/SK/I/2021 

 

6
. 

Honda Supra X - - 
Hilang 

Sudah TGR 

 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif 

sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

Sarana dan Prasana disesuaikan dengan standar Akreditasi Penjamin Mutu sehingga bisa 

meningkatkan kinerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya dan 

masyarakat yang diberikan pelayanan mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang 

diberikan di Pengadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 

No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

I. Sarana/Prasarana Gedung 

1. Ruang Ketua 1  

2. Ruang Wakil Ketua 1  

3. Ruang Hakim 1  

4. Ruang Panitera 1  

5. Ruang Sekretaris 1  

6. Ruang Sidang Umum 3  

7. Ruang Sidang Anak 1  

8. Ruang Kepaniteraan 3  

9. Ruang Kesekretariatan 1  

10. Ruang Panitera Pengganti 1  

11. PTSP 1  

12. Pojok e-Court 1  

13. Ruang Mediasi/Diversi 1  

14. Ruang Jaksa 1  
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No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

15. Ruang Posbakum 1  

16. Ruang Penasihat Hukum 1  

17. Ruang Tunggu Sidang Anak 1  

18. Perpustakaan 1  

19. Ruang Serba Guna 1  

20. Ruang IT 1  

21. Ruang Arsip 2 
Bertambah 1 pada 

Tahun 2021 

22. Ruang Persediaan 1  

23. Ruang Barang Bukti 1  

24. Gudang 1  

25. Ruang Ibu Menyusui/Laktasi 1  

26. Ruang Tahanan Pria 1  

27. Ruang Tahanan Wanita 1  

28. Mushola 1  

29. Ruang Tamu Terbuka 1  

30. Tempat Merokok / Smoking Area 1  

31. Toilet 11  

32. Toilet Difabel 1  

33. Ruang Tunggu Pengunjung 1  

34. Pos Satpam / Keamanan 0 
Masih belum 

tersedia 

    

II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran 

1. Minibus 3  

2. Sepeda Motor 6  

3. 
Mesin Ketik Manual Portable (11-
13 Inci) 

2  

4. Lemari Besi/Metal 7  

5. Lemari Kayu 10  

6. Rak Besi 30  

7. Filling Cabinet Besi 6  

8. Brandkas 2  

9. Tabung Pemadam Api 4  

10. CCTV 2  

11. Mesin Absensi 2  

12. Papan Pengumuman 2  

13. Meja Kerja Kayu 32  

14. Kursi Besi/Metal 64  

15. Kursi Kayu 32  

16. Sice 2  

17. Bangku Panjang Kayu 30  

18. Meja Rapat 1  

19. Meja Komputer 7  

20. Tempat Tidur Besi 1  

21. Meja Resepsionis 2  
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No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

22. Mesin Pemotong Rumput 1  

23. AC Split 21  

24. Kipas Angin 1  

25. Televisi 8 
Bertambah 2 

Pengadaan Sidang 
Online Tahun 2021) 

26. Amplifier 3  

27. Wireless 1  

28. Dispenser 2  

29. Lambang Instansi 1  

30. Handy Cam 1  

31. Karpet 6  

32. Gordy/Kray 44  

33. Alat Rumah Tangga Lainnya 3  

34. UPS 7  

35. Digital Led Running Text 1  

36. Camera Digital 1  

37. Facisimile 1  

38. Genset 2  

39. Komputer Jaringan Lainnya 3  

40. PC Unit 31 

Bertambah 9 pada 
Tahun 2021 (3 PC 

Kepaniteraan dan 6 
Pengadaan Sidang 

Online Tahun 2021) 

41. Laptop 11  

42. Printer 23  

43. Scanner 3  

44. Server 3  

45. Router  6  

46. Rak Server 3  

47. Swicth 1  

48 Audio Mixer 1 
Pengadaan Sidang 
Online Tahun 2021 

49 Video Conference Camera 1 
Pengadaan Sidang 
Online Tahun 2021 

50 Speaker 4 
Pengadaan Sidang 
Online Tahun 2021 

51 Mic  11 
Pengadaan Sidang 
Online Tahun 2021 

 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun tahun 2021 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : 



48 
 

  
 
 

 
 

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasaranan dan Teknologi Informasi 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 

 

1. Sarana dan Prasarana 

a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pengadaan PC 

Kepaniteraan) 

NO Nama Kuantitas 

1 PC Lenovo All-in-One AIO V50 3 Unit 

 

b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sidang Online 

NO Nama Kuantitas 

1 PC Lenovo All-in-One AIO V50 6 Unit 

2 Mixer+Amplifier Yamaha Mg20xu 1 Unit 

3 Logitech Conference Rally System  1 Unit 

4 Speaker Yamaha HS-7 4 Unit 

5 Microphone TOA ZM-420 11 Unit 

6 TV Samsung 50’in 2 Unit 

 

C. Teknologi Informasi 

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi 

informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit 

dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan 

dan akuntabel, hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh 

Mahkamah Agung RI. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menempatkan pembenahan Teknologi 

Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan yang diharapkan bisa meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menjamin keterbukaan informasi, 

akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi yang lebih modern dan terpadu. Kebijakan 

yang diambil salah satunya adalah pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat 

supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi. 

Berikut ini gambaran singkat dukungan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun : 

N
o 

Nama 
Pengadil

an 

Alamat 
website 

Alamat SIPP 
Web 

Versi 
SIPP 
Lokal 
yang 
terpa 
sang 

Nama 
Provi 
der 

Inter 
net & 
Band 
with 

Model 
Type 

Server 

Fungsi 
Server 

Kond
isi 

Ser 
ver 
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1 Pengadil
an 
Negeri 
Pangkal
an Bun 

www.pn-
pangkalanbun
.go.id 

www.sippp.pn-
pangkalanbun.g
o.id 

4.1.1 ASTI 
Net  
50 
Mbps 

Fujitsu 
RX 1330 
M1 

 SIPP 

 PTSP 

 MIS 

Baik 

Rainer 
Server 
SV110C
4 

 Maintena
nce 

 Sinkronis
asi 

 Otomatis 
Backup 

Baik 

Fujitsu 
TX1330
M4 

 Backup 
data SIPP 
dan MIS 

 Aplikasi 
lain 

Baik 

 

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 
 

 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Untuk pengelolaan Teknologi Informasi, perangkat keras yang tersedia pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu: 

a. Server      : 3 Unit 

b. Personal Computer     : 31 Unit 

c. PC touchscreen     : 1 Unit 

d. Laptop      : 11 Unit 

e. Mikrotik       : 1 Unit 

f. Switch 24 Port     : 1 Unit 

g. UPS      : 7 Unit 

h. Printer      : 23 Unit 

i. Televisi      : 8 Unit 

j. Mesin Absen     : 2 Unit 

k. Faximile      : 1 Unit 

l. KiosK      : 1 Unit 

m. 1 (satu) set alat Perekam Visual berupa  : 

 1 HardDisk External 

 16 Kamera CCTV 

 1 Kamera DLSR 

 1 Handicam 
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2. Perangkat Lunak (Software) 

Untuk pengelolaan Teknologi Informasi, perangkat lunak yang tersedia pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu: 

a. SIPP/CTS Versi 4.1.1 lokal dan online ( http://sipp.pn-pangkalanbun.go.id/ ) 

Versi 4.1.1 

b. Website PN Pangkalan Bun, alamat/ url: www.pn-pangkalanbun.go.id  yang 

sudah sesuai dengan Standar Website sesuai Instruksi dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 

c. Website Informasi Tilang (Pidana Lalu Lintas), alamat / url :tilang.pn-

pangkalanbun.go.id 

d. Aplikasi Jadwal Sidang yang terkoneksi dengan SIPP lokal. 

e. Aplikasi Perpustakaan lokal dan online ( pustaka.pn-pangkalanbun.go.id ). 

f. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). 

g. Aplikasi Papan Informasi. 

h. Antrian PTSP 

i. Aplikasi Panggilan Sidang. 

j. Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 

k. e-Pelayanan (Register Pelayanan elektronik Petugas PTSP) 

l. E-Court. 

m. SIPENTING-OKE (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Pengadilan, 

Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Permasyarakatan. 

n. SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan). 

o. One Gate System Request, data permintaan barang ATK atau jasa perbaikan 

yang dapat diakses secara online. 

p. File Sharing di Server 

q. Audio Anti Gratifikasi  

r. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara online 

s. Assitent Virtual Informasi dan Layanan (AVILA) 

t. PTSP Online 

u. Email resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

(pangkalanbunpn@gmail.com), email bantuan delegasi Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun (bantuandelegasipnpbun@gmail.com), dan  email 
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pengaduan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

(pengaduanpnpbun@gmail.com). 

Pada Subbagian Umum dan Keuangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang 

terhubung dengan instansi lain antara lain Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SIMAN, Aplikasi 

Persediaan, Aplikasi SIMANTAP, Aplikasi KOMDANAS, Aplikasi SAIBA, Aplikasi SAS, 

Aplikasi GPP, Aplikasi SILABI, Aplikasi SIMARI, Aplikasi SIMPONI, Aplikasi MONEV 

BAPENAS, Aplikasi MONET ANGGARAN,  Aplikasi SIRUP dan e-SADEWA. 

Pada Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menggunakan 

aplikasi seperti Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi SAPK, Aplikasi 

KOMDANAS, dan Aplikasi SIMARI. 

 

3. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP). Sampai dengan 31 Desember 2021 versi SIPP yang digunakan di 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah SIPP versi 4.1.1 dan berikut ini riwayat update / 

pembaharuan SIPP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 

 

No. Versi SIPP Tanggal Update Keterangan 

1. SIPP versi 4.1.0 29 Juni 2021  

2. SIPP versi 4.1.1 28 September 2021  

 

Statistik Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai dengan SIPP pada 

tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

No Bulan Perkara Masuk 
Perkara 

Minutasi 
Sisa Perkara 

Bulan Ini 

 Sisa Perkara Tahun 2020 : 40 

1. Januari 46 24 62 

2. Februari 34 44 52 

3. Maret 39 42 49 

4. April 68 55 62 

5. Mei 30 50 42 

6. Juni 52 40 54 
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No Bulan Perkara Masuk 
Perkara 

Minutasi 
Sisa Perkara 

Bulan Ini 

7. Juli 44 29 69 

8. Agustus 31 52 48 

9. September 50 42 56 

10. Oktober 69 31 94 

11. November 47 56 85 

12. Desember 48 67 66 

Total Perkara 558 532 
Sisa Perkara  

Tahun 2021 : 66 
 

Rasio Perkara : 88,96% 

 

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib 

menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri 

dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”, maka Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun melaksanakannya dengan menginstal aplikasi Monitoring 

Implementasi SIPP (MIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang 

digunakan untuk memonitoring dan mengawasi kepatuhan pengisian data SIPP yang 

terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP. Sampai dengan 

31 Desember 2021 versi MIS yang digunakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah 

MIS versi 1.3 dan berikut ini riwayat update / pembaharuan MIS pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB : 

No. Versi SIPP Tanggal Update Keterangan 

1. MIS Versi 1.4 5 November 2021  

 

 Dengan adanya MIS pengisian data SIPP bisa dimonitoring sehingga pengisian 

bisa lebih valid, akurat dan tepat waktu.  
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4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun telah melaksanakan sistem satu pintu atau dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019. Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini 

masyarakat pengguna pengadilan, cukup dilayani melalui satu pintu saja, sehingga ASN 

di lingkungan peradilan terhindar dari komunikasi dengan para pihak yang berperkara. 

Hal ini merupakan pembangunan zona integritas. 

Pelayanan yang tersedia di dalam PTSP ini antara lain : 

a. Kesekretariatan 

Di bidang kesekretariatan ini telah dilaksanakan tata persuratan secara 

elektronik yang artinya semua surat masuk maupun surat keluar telah 

didokumentasikan secara elektronik, sehingga memudahkan dan mempercepat 

dalam tata persuratan. 

Pelayanan bagian kesekretariatan lainnya adalah register buku tamu. Dengan 

adanya register buku tamu ini maka akan semua tamu baik yang akan dilayani 

oleh meja PTSP maupun tamu yang akan menghadap Hakim atau ASN 

Pengadilan akan tercatat dengan detail sehingga pengawasannyapun akan lebih 

mudah dan pimpinan bisa memantau secara langsung. 

b. Kepaniteraan 

Semua jenis pelayanan kepaniteraan telah dilayani secara elektronik. 

1. Kepaniteraan Hukum 

Pelayanan yang ada pada Kepaniteran Hukum antara lain : 

 Permohonan surat keterangan belum dijatuhi pidana bagi masyarakat 

yang memerlukan. Permohonan Surat Keterangan tersebut telah 

menggunakan aplikasi eraterang 

(eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id) yang telah terkoneksi 

langsung dengan aplikas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Aplikasi 

eraterang diimplementasikan mulai bulan Agustus 2019. Permohonan 

Surat Keterangan melalui aplikasi eraterang pada tahun 2021 berjumlah 

19 permohonan.  
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 Pihak yang akan mengajukan pengaduan dapat langsung diterima oleh 

petugas PTSP, untuk diteruskan kepada yang berwenang. Pada tahun 

2021 tidak laporan pengaduan yang diterima di Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun. 

 Permintaan salinan putusan oleh pihak terhadap putusan yang sudah 

BHT, bisa langsung ditangani dan dilayani saat itu juga. 

2. Kepaniteraan Pidana 

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Pidana antara lain : 

 Persetujuan/Ijin Penggeledahan dan Penyitaan 

 Permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum 

 Permohonan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. 

 Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Pidana 

3. Kepaniteraan Perdata 

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Perdata antara lain : 

 Menerima berkas perkara Gugatan maupun Permohonan langsung 

diterma di meja PTSP Perdata dan telah tersedia e-SKUM, dimana pihak 

bisa menghitung sendiri biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar 

panjar perkara yang akan diajukan. 

 Menerima permohonan untuk mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasas, dan PK. 

 Informasi tentang e-Court dan pendaftaran Pengguna lain e-Court. 

 

5. E-Court 

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan 

terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara 

online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi e-court perkara 

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran 

perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat 

melakukan pendaftaran perkara. E-Court merupakan wujud pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan Secara Elektronik. 

Berdasarkan surat Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor W16-

U/1359/HK.02/IX/2019, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan e-Court 
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untuk semua perkara Perdata dan untuk semua pengguna mulai bulan Oktober 2019. 

Pengguna e-Court di sini adalah Advokat dan Pengguna lainnya yang bisa Perorangan, 

Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil. Dalam penerapannya Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun menyediakan Pojok e-Court untuk membantu pelayanan pendaftaran 

pengguna maupun pendaftaran perkara melalui e-Court. Pendaftaran Perkara melalui e-

Court selama tahun 2021 sebagai berikut : 

Pendaftaran   : 166 Perkara 

Berhasil Nomor Perkara  : 166 Perkara  

Perkara Gugatan   : 43 Perkara  

Perkara Gugatan Sederhana : 11 Perkara 

Perkara Bantahan   : 2 Perkara  

Permohonan    : 110 Perkara 

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh penghargaan 

Terbaik ke 2 dalam Pelaksanaan E-Court Pada Kategori Peradilan Umum Kelas IB oleh 

Mahkamah Agung RI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Publikasi Perkara 

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan 

yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. 

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK 

KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh 

tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. 
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Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik 

perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat 

diterbitkan oleh pengadilan. 

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-

perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, 

tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai 

Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka. Publikasi Putusan, Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB berusaha untuk meng-upload putusan baik itu pidana 

ataupun perdata kedalam direktori putusan Mahkamah Agung RI pada alamat 

www.putusan.mahkamahagung.go.id supaya dapat diakses oleh publik.  

 Upload putusan ke dalam Direktori Putusan sekarang bisa dilakukan melalui 

SIPP. Terdapat menu Antrian Direktori Putusan yang digunakan untuk menjalan antrian 

putusan yang diupload ke dalam SIPP lalu mengubah formatnya menjadi PDF lalu 

diupload ke dalam Direktori Putusan. Dengan adanya Antrian Direktori Putusan pada 

SIPP upload putusan ke dalam Direktori Putusan bisa lebih cepat dan mudah. 

Berikut ini rekapitulasi putusan yang diupload di Direktori Putusan Mahkamah 

Agung RI selama tahun 2021 : 

No Bulan Perdata 
Pidana 
Khusus 

Pidana Keterangan 

1. Januari 8 3 9  

2. Februari 10 8 25  

3. Maret 14 16 10  

4. April 31 6 15  

5. Mei 8 18 23  

6. Juni 9 15 13  

7. Juli 13 4 9  

8. Agustus 23 12 16  

9. September 12 6 18  

10. Oktober 5 11 12  

11. November 22 12 20  

12. Desember 11 13 16  

Jumlah 166 124 186  
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A. Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona Integritas 

1. Akreditasi Penjaminan Mutu 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal 

dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan 

penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh 

Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan 

International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), 

Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona 

Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana 

Badan Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan 

Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada 

pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. 

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan 

Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance 

Excellent – ICPE). Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB juga membuat Tim 

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri demi memenuhi tujuan Akreditasi Penjaminan 

Mutu ini. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 

W16-U3/176/KPN/SK/XI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/123/WKPN/SK/II/2021 Tentang 

Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (Pmpn) Pangkalan Bun, berikut ini 

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 

    

 

 

 

 

 BAB V 
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 
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Pada tahun 2021, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 

melakukan penilaian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Penilaian meliputi 

berbagai aspek yang harus sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008. Hasil 

Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB berdasarkan 

keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjamin Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum Nomor TAPM.127 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021, Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai 

“A” Excellent.  

TOP MANAGER 

Muhammad Ramdes, SH. 

QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE 

I Gede Putu Saptawan, SH., M.Hum. 

WAKIL MR I : Yohanis, SH. 

WAKIL MR II : Husni Thamrin, ST. 

TIM INTERNAL AUDITOR 
(IA) 

KOORDINATOR : 
Ahmad Husaini, SH. 

SEKRETARIS: 
Sulistyawati 

ANGGOTA : 
1. Reza Apriadi, SH. 
2. Heru Karyono, SH. 
3. Erick Ignatius Christoffel, 

SH. 

TIM SURVEI KEPUASAN 
PELANGGAN 

KOORDINATOR : 
Erick Ignatius Christoffel, SH. 

SEKRETARIS: 
Hariyanto 

 
ANGGOTA : 

1. Edi Zarqoni, SH. 
2. Wahyudi 
3. M. Guntur, SH. 
4. Fera Aditias Ramadani,SH 
5. Hiskia J. Aritonang 
6. Ega Ayu Ananda 

TIM DOCUMENT CONTROL 
(DC) 

KOORDINATOR : 
Husni Thamrin, ST. 

SEKRETARIS: 
Yogi Nugraha Putra, A.Md.T. 

ANGGOTA : 
1. Deni Nurmansyah, SE. 
2. Chanro Simamora, SH. 
3. Mulia Rizky, SE. 
4. Diyah Eka Prasetya Rini, 

S.IP. 
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Dengan mendapatnya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu ini diharapkan 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan standar penjaminan mutu. 

 

Pada tanggal 3-4 Maret 2021, Tim Assesment Pengadilan Tinggi Palangka Raya 

melakukan assesment akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Penilaian 

meliputi berbagai aspek yang harus sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008. 

Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB adalah dengan 

ditemukannya beberapa ketidaksesuaian. Hasil temuan ketidaksesuaian pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan jumlah 3 minor untuk Top 

Management, 1 minor untuk Quality Manager Representative, Document Control, Audit 

Internal dan Survei serta 7 minor untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dengan 

adanya assesment dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut, Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun berhasil mempertahankan nila “A” Exellent dan diharapkan terus 

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 
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2. Zona Integritas 

Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB dimulai tahun 2017 diawali dengan Penanda tanganan Piagam 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun dengan Kapolres dan Kajari wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan 

Sukamara. Pada tahun 2019 tepat tanggal 14 Januari 2019, Pencanangan Zona lntegritas 

diulang kembali dan disaksikan oleh Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat dan Sukamara serta Stakeholder lainnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Pembangunan Zona lntegritas dilaksanakan sesuai dengam rencana kerja dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan 

yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona lntegritas pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Dokumen Rencana kerja tersebut berisikan 

komponen, indikator, langkah aksi, bukti fisik dan target waktu pencapaiannya pada 

masing-masing area dari 6 area pengungkit dan area hasil sebagai pedoman bagi seluruh 

jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam pelaksanaan Pembangunan Zona 

lntegritas Menuju WBK/WBBM. Agar rencana aksi yang dituangkan dalam rencana kerja 

dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan-tahapan serta tindak lanjut 

sebagaimana telah ditetapkan, diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM. 

Perkembangan Dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun pada 6 Komponen Pengungkit periode tahun 2021 yaitu: 

No Rencana Kerja 
Evaluasi 

Target Realisasi 

1 Manajemen Perubahan 100% 100% 

2 Penataan Tatalaksana 100% 100% 

3 Penataan Sistem Manajemen SDM 100% 100% 

4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 100% 100% 

5 Penguatan Pengawasan 100% 100% 
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6 Kualitas Penguatan Pelayanan Publik 100% 100% 

Total Rata-rata 100% 100% 

 

 Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diusulkan oleh Mahkamah 

Agung RI untuk mengikuti pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas melalui 

surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 

265/DJU/OT01.03/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Permintaan Pengisian LKE 

dan Upload Data Dukung LKE bagi satker yang diusulkan WBK/WBBM Tahun 2021. 

Berdasarkan surat tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terus melakukan Progress 

Reform dalam Pembangunan Zona Integritas dan berhasil meraih Predikat Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2021 oleh Kemenpan-RB. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbangunnya Zona Integritas di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga tak lepas dari 

komitmen dan ikhtiar bersama seluruh Aparatur yang ada di Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun yang senantiasa bersinergi meraih asa untuk WBK. Tentunya Predikat 

Wilayah Bebas dari Korupsi yang disandang, tidak hanya sekadar Predikat saja, akan 

tetapi akan terus dibuktikan melalui aksi-aksi nyata yang terukur dan 

berkesinambungan.  

 
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun telah melaksanakan sistem satu pintu atau dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
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Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019. Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini 

masyarakat pengguna pengadilan, cukup dilayani melalui satu pintu saja, sehingga ASN 

di lingkungan peradilan terhindar dari komunikasi dengan para pihak yang berperkara. 

Hal ini merupakan pembangunan zona integritas. 

Pelayanan yang tersedia di dalam PTSP ini antara lain : 

a. Kesekretariatan 

Di bidang kesekretariatan ini telah dilaksanakan tata persuratan secara 

elektronik yang artinya semua surat masuk maupun surat keluar telah 

didokumentasikan secara elektronik, sehingga memudahkan dan mempercepat 

dalam tata persuratan. 

Pelayanan bagian kesekretariatan lainnya adalah register buku tamu. Dengan 

adanya register buku tamu ini maka akan semua tamu baik yang akan dilayani 

oleh meja PTSP maupun tamu yang akan menghadap Hakim atau ASN 

Pengadilan akan tercatat dengan detail sehingga pengawasannyapun akan lebih 

mudah dan pimpinan bisa memantau secara langsung. 

b. Kepaniteraan 

Semua jenis pelayanan kepaniteraan telah dilayani secara elektronik. 

1. Kepaniteraan Hukum 

Pelayanan yang ada pada Kepaniteran Hukum antara lain : 

 Permohonan surat keterangan belum dijatuhi pidana bagi masyarakat 

yang memerlukan. Permohonan Surat Keterangan tersebut telah 

menggunakan aplikasi eraterang 

(eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id) yang telah terkoneksi 

langsung dengan aplikas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Aplikasi 

eraterang diimplementasikan mulai bulan Agustus 2019. Permohonan 

Surat Keterangan melalui aplikasi eraterang pada tahun 2021 berjumlah 

19 permohonan. 

 Pihak yang akan mengajukan pengaduan dapat langsung diterima oleh 

petugas PTSP, untuk diteruskan kepada yang berwenang. Pada tahun 

2021 tidak laporan pengaduan yang diterima di Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun. 
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 Permintaan salinan putusan oleh pihak terhadap putusan yang sudah 

BHT, bisa langsung ditangani dan dilayani saat itu juga. 

2. Kepaniteraan Pidana 

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Pidana antara lain : 

 Persetujuan/Ijin Penggeledahan dan Penyitaan 

 Permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum 

 Permohonan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. 

 Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Pidana 

3. Kepaniteraan Perdata 

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Perdata antara lain : 

 Menerima berkas perkara Gugatan maupun Permohonan langsung 

diterima di meja PTSP Perdata menggunakan aplikasi e-Court 

(ecourt.mahkamahagung.go.id) dan otomatis mendapatkan taksiran 

panjar biaya atau e-SKUM dan nomor pembayaran (virtual account) 

yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik seperti mesin edc yang 

tersedia. 

 Menerima permohonan untuk mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasasi, dan PK. 

 Informasi tentang e-Court dan pendaftaran Pengguna lain e-Court. 

 

C. Inovasi Pelayanan Publik 

Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik 

seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “ Pengadilan 

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang juga 

menjadi acuan dalam kompetisi ini adalah SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan 

pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga 
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negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan 

percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta 

peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka perlu 

adanya Inovasi pelayanan publik.  

1. SIPP 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang 

diperuntukkan untuk menelusuri proses suatu perkara. SIPP ini terdapat 2 versi yaitu 

SIPP lokal yang diperuntukkan untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan dan SIPP 

website yang diperuntukkan untuk masyarakat. Dengan adanya SIPP ini masyarakat 

akan lebih mudah mengetahui infomasi proses suatu perkara. SIPP wesbite pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun beralamat di www.sipp.pn-pangkalanbun.go.id.  

 

2. e-Court 

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap 

masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara 

online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi e-court perkara 

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima 

pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan 

biaya saat melakukan pendaftaran perkara. E-Court merupakan wujud pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 

http://www.sipp.pn-pangkalanbun.go.id/
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3. Pojok e-Court 

Pojok e-Court disediakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan fasilitas 

tambahan untuk membantu para pihak berperkara yang ingin memanfatkan layanan 

administrasi perkara secara elektronik. Layanan ini berada di area Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas Pojok e-Court bukan saja memberikan 

penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan hal-hal lainnya mengenai 

layanan e-court. Lebih dari itu, ia juga membantu mendaftaran akun pada e-court 

dan memandu cara pendaftaran perkara melalui e-court. 
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4. Eraterang 

Mempermudah layanan masyarakat sebagai pencari keadilan, sekaligus mengindari 

tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan menerapkan aplikasi Eraterang, 

dengan demikian masyarakat bisa dengan mudah membuat permohonan surat 

keterangan dari pengadilan. Surat yang bisa dilayani melalui aplikasi Eraterang 

diantaranya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, tidak pernah sebagai 

terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena 

kealpaan ringan, atau alasan politik maupun surat keterangan tidak memiliki 

tanggungan utang secara perorangan maupun secara badan hukum yang menjadi 

tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Eraterang beralamat di 

eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id. 

 

 

5. Pos Bantuan Hukum 

Posbakum atau Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada 

setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan 

hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan 

bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi 

hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan 

memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Advokat Piket 

adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang 

diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia 

Bantuan Hukum. 
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6. Pembayaran elektronik (Mesin EDC) 

Demi kemudahan pembayaran biaya panjar perkara melalui e-Payment pada aplikasi 

e-Court disediakan mesin EDC untuk pembayaran virtual account. Dengan adanya 

mesin aplikasi ini memudahkan pencari keadilan dalam melakukan pembayaran 

karena tidak perlu jauh-jauh ke ATM atau Bank. 
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7. Layanan khusus Penyandang Disabilitas 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyiapkan fasilitas khusus untuk para 

penyandang disabilitas. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan difabel selama 

berada di terminal tersebut. Kemudahan bagi difabel sudah ada sejak tempat turun 

penumpang (drop zone). Untuk penyandang disabilitas diberikan tempat khusus 

parkir kendaraan yang diberi warna biru. Kemudian disediakan juga guiding block 

dan warning block untuk menuju ruang PTSP maupun ruang Sidang. Pada ruang 

PTSP dan ruang Sidang disedikan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang 

menggunakan kursi roda. Selain itu untuk juga disediakan sehingga memudahkan 

para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses ke toilet. Disamping itu 

disediakan juga fasilitas pendukung seperti kursi roda, tongkat jalan, walker, buku 

braille dan alat bantu dengar. 
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8. Protokoler Persidangan 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai petugas sidang yang memang 

ditunjuk dan bertugas mengurusi protokoler persidangan. Petugas sidang ini bukan 

hanya sekedar menjadi sebagai petugas pengankat Kitab Suci untuk saksi yang 

bersumpah, akan tetapi justru harus diberi peran besar untuk mengkoordinir jadwal 

sidang dan mengatur kelancaran jadwal sidang dengan memastikan kehadiran para 

pihak. 

 

 

9. Aplikasi Pemanggilan Persidangan 

Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi suara sehingga bisa membuat 

pengumuman panggilan sidang yang akan diperkeras melalui speaker di ruang 

tempat pengunjung.  
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10. Pengumuman Denda Tilang Online 

Aplikasi yang membantu untuk melakukan pencarian denda tilang secara online 

pada webisite Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga bisa diakses dimana saja. 

Pengumuman Denda Tilang Online beralamatkan di tilang.pn-pangkalanbun.go.id. 

 

 

11. Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Zetting Platz) 

Sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan 

bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan 

karena alasan jarak, transportasi dan biaya. 
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12. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online 

Aplikasi yang membantu pengguna layanan untuk melakukan Survei Kepuasan 

Masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Petugas PTSP. Pengguna Layanan 

dapat langsung melakukan survei secara online melalui perangkat KiosK yang 

disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

   

13. Aplikasi Perpustakaan Online 

Aplikasi Perpustakaan Online adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan 

buku perpustakaan mulai dari arsip, peminjaman buku ataupun pengembalian buku 

secara elektronik. Aplikasi ini dikelola oleh Petugas Pustakawaan sebagai petugas 

yang menginput kedalam sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. SIPENTING-OKE 

Aplikasi SIPENTING-OKE adalah Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Pengadilan, 

Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Permasyarakatan. Dengan adanya aplikasi ini 

permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara online tanpa langsung ke 
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Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Aplikasi ini terdiri dari Permohonan Perpanjangan 

Penahanan, Diversi, Penyitaan, Penggeledahan, Perlindungan Saksi, Izin Lelang dan 

Izin Besuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Assisten Virtual Informasi dan Layanan (AVILA) 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terus memberikan layanan informasi kepada 

masyarakat melalui Assistent Virtual yang terhubung dengan whatsapp yang dikelola 

oleh Petugas layanan PTSP. Hal tersebut dilakukan karena aplikasi whatsapp yang 

sangat mudah untuk dijangkau dan dioperasikan oleh pengguna.  Pencari keadilan 

dapat mengakses Assistent Virtual melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun.  
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16. SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan) 

Aplikasi SIMPAN atau Sistem Informasi Manajemen Pengawasan adalah Aplikasi 

Manajemen arsip dan monitoring laporan pengawasan secara elektronik mulai dari 

Pengawasan Bidang, Audit Internal dan Audit Eksternal yang terdiri dari Pengawasan 

Tingkat Banding maupun Bawas. Sehingga dengan aplikasi ini dapat melihat apakah 

laporan pengawasan sudah ditindaklanjuti atau belum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17. e-Pelayanan 

Aplikasi e-Pelayanan atau Pelayanan elektronik adalah aplikasi yang berfungsi untuk 

menginput  atau register pelayanan yang diberikan pada petugas PTSP yang terdiri 

dari Pelayanan Pidana, Perdata dan Hukum. Dengan adanya aplikasi ini dapat 

membantu petugas pelayanan atau PTSP sehingga tidak perlu lagi menggunakan 

register pelayanan secara manual.  
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18. Antrian PTSP 

Aplikasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah aplikasi antrian buat 

pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja 

hukum,perdata,pidana dan umum. Masyarakat atau pengguna layanan yang datang 

dapat mengambil nomor antrian pada komputer touchscreen yang disediakan oleh 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian dapat menunggu sampai nomor antrian 

dipanggil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Audio Anti Gratifikasi 

Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung 

Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan di 

dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 

jam melalui mikrofon. Aplikasi ini berfungsi untuk mengumumkan dan 

memberitahukan kepada pengunjung bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun anti 

gratifikasi dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 
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20. PTSP Online 

PTSP Online PTSP Online adalah Pelayanan Petugas Pelayanan Satu Pintu secara 

virtual yang terintegrasi dengan aplikasi Zoom Meeting dengan tautan yang tersedia. 

Pengguna Layanan diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum 

terhubung kepada Petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 
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Pengawasan 

 

 

 

 
 

A. Internal 

Untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas dan penyelenggaraan peradilan 

sebagaimana yang telah di program kerjakan di tahun 2021, agar dapat terlaksana dan 

terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, 

maka pengawasan diperlukan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen untuk 

menjaga dan mengendalikannya. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagai salah satu Satuan Kerja 

Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai perpanjangan tangan dalam penyelenggaraan 

peradilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah berupaya untuk melaksanakan 

pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan peradilan, maupun pengawasan 

melekat terhadap perilaku para Hakim dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. 

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpedoman pada 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja 

Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan 

Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di 

Bawahnya serta diterbitkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 

01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.  

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Penanggung jawab, 

dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB bersama 

Panitera/Sekretaris, bersama-sama sebagai Pimpinan dalam melakukan pengawasan 

fungsional dan melekat secara internal, setiap saat melakukan pantauan atas 

pelaksanaan tugas dan perilaku Para Hakim dan Para Pegawai, selain melakukan pula 

 BAB VI 
PENGAWASAN 
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Pengawasan 

kunjungan langsung ke masing-masing ruang kepaniteraan dan sub bagian. Pengawasan 

secara langsung oleh atasan ini didasari dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung agar 

bisa melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan 

secara berkala dan berkesinambungan. 

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam melaksanakan 

Pengawasan dan Pembinaan secara rutin masing-masing Bidang, berdasarkan Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/042/KPN/SK/I/2021 tanggal 04 

Januari 2021 yang kemudian diperbarui menjadi nomor W16-U3/181/KPN/SK/XI/2021 

tanggal 11 November 2021 menunjuk Hakim-Hakim Anggota sebagai Pengawas Bidang 

dan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Koordinator Pengawas 

Bidang, yaitu mencakup bidang : 

NO 
NAMA PENGAWAS 

BIDANG 
JABATAN PENGAWAS 

1 I GEDE PUTU SAPTAWAN, 

S.H.,M.Hum. 

WAKIL 

KETUA 

 Koordinator Pengawasan 

Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan 

2 AHMAD HUSAINI, SH. HAKIM  Kepaniteraan Pidana 

 Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) 

 Hubungan Masyarakat 
(HUMAS)  

3 REZA APRIADI, SH. HAKIM  Kepaniteraan Perdata 

4 HERU KARYONO, S.H. HAKIM  Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

 Sub Bagian Kepegawaian, 
Organisasi, dan Tata 
Laksana 

 Pengawas dan Pengamat 
atas Pelaksanaan Putusan 
Peradilan 

5 ERICK IGNATIUS 

CHRISTOFFEL, S.H. 

HAKIM  Kepaniteraan Hukum  

 Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi, dan 

Pelaporan 
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Pengawasan 

Masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan memberikan laporan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Koordinator 

Pengawasan, penyampaian laporan tersebut selain disampaikan secara tertulis, juga 

secara lisan disampaikan pula dalam Rapat Rutin Bulanan untuk dibahas solusinya 

bersama-sama. Hakim Pengawas dan Pengamat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan 

memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB setiap 6 

bulan sekali. 

B. Evaluasi 

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan serta mengatasi atas 

temuan-temuan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B maupun Para 

Hakim Pengawas Bidang dari kegiatan penyelenggaran peradilan pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas I B, selain secara sporadis dilakukan solusi penyelesaian hambatan 

dan kendala yang ditemui langsung oleh Pimpinan Pengadilan dan Hakim-Hakim 

Pengawas Bidang, setiap bulan ada dilaksanakan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan yang 

di ikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B. 

Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan yang dikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, dilaksanakan evaluasi pekerjaan yang sudah 

dilaksanakan dan rencana kerja yang akan dilakukan serta pimpinan selalu 

mengingatkan dan mensosialisasikan PERMA Nomor 7 tahun 2016, PERMA Nomor 8 

Tahun 2016 dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017. Rapat Bulanan ini juga dilaksanakan sebagai media 

dialog interaktif yang memberikan kesempatan kepada Seluruh Perserta 

Rapat/Pertemuan Bulanan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu pendalaman terkait 

dengan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan dalam rapat tersebut, evaluasi 

ataupun tanggapan-tanggapan lainnya. Pelaksanaan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan 

tersebut didokumentasikan/dibuat notulen rapat yang digunakan sebagai bahan 

evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan yang lalu, dan pada rapat 

bulan berikutnya akan selalu di evaluasi, apabila pada rapat/pertemuan rutin bulanan 

tersebut ada temuan yang membutuhkan tindak lanjut. 
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Pengawasan 

Evaluasi Kinerja Pegawai dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, tidak hanya untuk 

Hakim maupun Pegawai tetapi evaluasi kinerja juga dilakukan ke tenaga kontrak 

(honorer). 

Evaluasi juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun melalui pengawasan reguler daerah. Pelaksanaan pengawasan 

daerah oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini dilaksanakan 1 kali pengawasan pada 

tahun 2021. Pelaksanaan pengawasan juga bersamaan dengan pelaksanaan Assesment 

Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri yang telah mendapat 

Sertifikat A, dan dilaksanakan pengawasan daerah reguler. 

NO TANGGAL PENGAWASAN SUSUNAN TIM PENGAWAS 

1 03 Maret 2021 – 04 Maret 2021  Maurid Sinaga, SH., M.Hum. 

 Muhammad Noor, S.H.,M.H. 

 Abdul Ma’ruf, SH.,M.H. 

 Faisal Sru Bramantyo, S.E 

 John Morton Abdurrahman, S.H. 

 Masni, S.H. 

 Julianto, S.H. 

 Abdul Yusuf, S.E. 

 Bangga Chrysto Tarigan, A.Md. 
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A. Kesimpulan 

1. Dalam rangka mewujudkan sebagai salah satu Satuan Kerja Badan Peradilan yang 

bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang sempurna dan 

terbaik bagi Masyarakat Pencari Keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas 

IB, dari aktifitas keseharian yang dilaksanakan telah berupaya melakukan 

pembenahan- pembenahan untuk penyempurnaan dalam pelayanan, baik 

menyangkut bidang teknis maupun kesekretariatan peradilan. Pembenahan-

pembenahan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan upaya tertib administrasi 

perkara yang sesuai dengan standar administrasi Pedoman Buku I dan Buku II, dan 

tertib administrasi kesekretariatan, memaksimalkan transparansi melalui 

Keterbukaan Informasi Publik dengan menyajikan data atas kinerja yang telah 

dilaksanakan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

penyelesaian perkara serta meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat 

memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan. 

2. Pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal telah dilaksanakan dengan 

baik secara internal maupun eksternal. Sumber daya manusia (SDM), para aparatur 

peradilan merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk mencapai visi misi 

Mahkamah Agung. Peningkatan kualitas aparatur peradilan diharapkan bisa 

dilaksanakan. Pelatihan dan pendidikan khusus untuk aparatur peradilan 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dirasa masih kurang padahal hal ini untk 

meningkatkan dan menunjang kemampuan sumber daya manusia dalam 

melaksanakan tugas. 

3. Keuangan dan aset Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sangat penting dalam 

memdukung jalannya peradilan agar tercapai peningkatan pelayanan publik. 

Kebutuhan standar dan prasarana telah dipenuhi pada tahun 2021 untuk 

mendukung pelayanan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

merupakan garda depan pelayanan pada pengadilan. Pengelolaan keuangan juga 

telah dilaksanakan dengan baik dan realisasi anggaran telah tercapai target. 

 BAB VII 
PENUTUP 
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B. Rekomendasi 

1. Bidang Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sangat 

kekurangan pegawai baik untuk staf kepaniteraan ataupun staf kesekretariatan, 

kekurangan kebutuhan pegawai sementara ini, agar operasional kantor dapat 

terlaksana sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan Tupoksi yang ada, ditempuh 

dengan memperdayakan Pegawai honorer-honorer yang ada. Selain itu masih 

adanya jabatan-jabatan yang diisi oleh PLT dan kebutuhan Tenaga Fungsional terkait 

perkara yang semakin meningkat, mengingat kurang Panitera Pengganti dan masih 

ada jabatan-jabatan yang kosong antara lain, Kepala Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan dibutuhkan tambahan tenaga fungsional dan 

promosi-promosi jabatan untuk mengisi kekosongan itu.  

2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia dipandang perlu rutinitas 

dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pembinaan dan lain-lain. Kesempatan 

demikian dibutuhkan oleh seluruh Hakim dan karyawan, khususnya yang tugas di 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, mengingat perkembangan regulasi 

Mahkamah Agung terus berkembang serta banyaknya inovasi-inovasi baru dari 

Mahkamah Agung yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi dan hal-

hal tersebut membutuhkan bimbingan untuk memahaminya. 

3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun Kelas I B saat ini masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana 

seperti mobil dinas, laptop, printer, scanner, dan perangkat pendukung lainnya. 

4. Perlu adanya anggaran untuk rehabilitasi gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

mengingat semakin berkembangnya standar pelayanan peradilan dan ruangan 

penunjang juga semakin bertambah, maka dari  itu perlu adanya rehabilitasi gedung 

agar gedung bangunan kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bisa sesuai dengan 

standar Mahkamah Agung RI. 

 


